
OPD 

Menimbang 

Mengingat 

KABAG 
H\JK M 

BUPATl LAMPUNG BARAT 
PROVTNSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI LAM PUNG BARAT 
NOMOR ?~ TJ\HUN 2018 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS 

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA 8SA 

DUPATI LAMPUNG BARAT, 

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap 
pengelolaan Rumah Sakil Umum Daerah yang menerapkan 
Pola Pcngeloluan Keuangan Badun Layan= Urnurn Daen1h 
(BLUD) perlu dibentuk Dewan Pengawas; 

b. bahwa berdasarkan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat 
(2) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 / 
PMK.05 / 2007 tenlang Dewan Pengawas Badan 1,ayanan 
Umum, Rumah Sakit Umum Dacrah Alimuddin Umar tclah 
memenu.hi syarat untuk membentuk IJewan Pengawas; 

c. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan kepastian 
hukum pembentukan Dewan Pengawas pada Ru.mah Sakit 
Umum Daerah Alimuddin Umar perlu adanya Peraturan 
Peraturan Penmdang-Undangan yang mengatur tentang 
Petunjuk Teknis Pembentuka.11 Dewan Pengawas; 

d. bahwa berda<,arkan pertimbangan sebagaimru~a dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tenlang Pelunjuk Teknis Pernbentukan 
Dewan Pcngawas Ru.mah Sakit Umum Daerah Alimuddin 
Umar; 

I. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang 
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Larnp1..ing Baral 
(Lcmbaran Negara Republik !ndonesia Tahun 1991 Nomor 
64, Tambahan Lcmbaran Negara Republik fndonesia Nomor 
3452); 

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tcnLang Rumah 
Sak.it (1.embaran Negara Republik lndonesia Ta.bun 2009 
Nomor 153, Trunbahan Lemharan Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 



Menet.apkan 

3 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Lentang 
Pcmcrintahan Daerah (Lernbaran Negarn Republik 
Indonesia Tahw1 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tclah 
diubah bebcrapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembarru1 Negara Republik 
Tndoncsia Tahun 2015 NOmor 58, Tambahan Lemabaran 
Negara Republik Indonesia Nomor !56'/9) ; 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negru·a Republik Indonesia Nomor 
4502); 

5. Pcraturan Pemerintah Nornor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan K.euangan Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembani.n 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

6. Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pcdoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana t.elah diubah bebcrapa kali terakhir dengan 
Per;:1tumn Menteri Dalam Negeri Nomor 2 l 'l'ahun 2011 
(Berita Neraga Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 
tentang T'edoman Tcknis Pcngelolaan Keuanga.n Daerah 
Badan Layanan Umum Daerah; 

8. Pern.turan Menteri Kesehat.an Nomor 10 Tahun 2014 
tentang Dewan Pcngawas Rumah Sakit; 

9 . Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 
Tahun 2016 tenLang Pembcntukan dan Susunan Perangkal 
Daerah; 

10 . Peraturan Bupati Lampung Ba.rat Nomor 17 Tahun 2012 
tentang Pedoman 1-'engelolaan Kcuangan dan AkLLntansi 
Rumah Sakit Umum Dacrah Liwa; 

MEMUTUSK/\N : 

PERATURAN BUPATl TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKlT 
UMUM DAERAH ALIMUDDTN UMAR. 



BAB! 
KETBNTUAN lf.MUM 

Pasal 1 

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabu_paten Jampung Barat. 

2. Pemerintah Dacrah ada.lah Pemerintah Kabupaten Lampung Baral. 

3. Bupali adalah Bupati Lampung 13arat. 

4. Badan Layanan Um urn Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupatcn 
Lampung Barat yang menerapkan Pola Pengelolaan Kcuangan Badan 
Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan 
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual 
tanpa mengutamakan menc;ari keunlunga:n dan dalatn melakukat1 
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas. 

5. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selaaj·utnya disingkat PPK-BLUD 
adalah Pola Pengclolaan Keuangan yang memberikan neksihilitas herupa 
ke::lduasaan untuk menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memanjukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai 
pengecualian dari ketenLuan pengelolaan keuangan daerah pada umurnnya. 

6. Peraturan Internal Rumah Sa.kit (hospital bylaws) adalah peraturan 
organisasi Rumah Sakit (corporate bylaws) dan peraturan staf medis 
Rumah Sakit (medical staff bylaw) yang disusun dalam rangka 
menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik (good corporate 
governance) dan tata kelola klinis yang baik (good clinical governance). 

7. Dokumen Pola Tata Kelola (corporate governance) adalah peraturan internal 
pada Rumah SakiL yang menerapkan PPK-BLU/BLUD yang antara lain 
menetapkan organisasi dan tata laksana, akuntubilitus dan transparansi. 

8 . Rumah Sa.kit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah 
Rumah Saki!. Umum Dacrah Alirnuddin Umar Kabupaten Lampung Barat 
yang m enerapkan PPK-BLUD. 

9 . Direktur adalah Direktur Rumah Sak.it Umum Dacrah Alirnuddin Umar. 

10. Dewan Pengawas Rumah Sakit yang selanjut.nya disebut Dewan Pengawas 
adalah unit nonstruktural pada rumah sakit yang melakukan pcmbinaan 
dan pcngawasan ru.mab sakil seca.ra internal yang bersifat nonteknis. 

11. Sekrelaris Dewan Pengawas adalah petugas pendukung kelant:aran tugas 
Dewan Pengawas pada Rumah Sa.kit Umum Daerah Alimuddin Umar 
Kabupaten Lampung Baral. 



BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Dewan Pengawas mcrupakan unit nonstruktural yong bersifat indcpenden, 
dibentuk dan bertanggungjawab kepada Bupati. 

(2) Dewan Pengawas dibentuk atas usulan pcmimpin RSUD. 

BAB III 
FUNGSI DAN TUGAS 

Pasal 3 

(1) Dewan Pengawas bcrfungsi sebagai governing body RSUD dalam melakuk:,in 
pembinaan dan pengawasan non teknis penimi!hsakitan secara internal di 
RSUD. 

(2) Keputusan Dewan Pengawas bersi.fat kolektif kolegial. 

Pasal 4 

(1) Dalam melaksanakan fungsi sP.hagaimana d.imaksud dalam Pasal 3, Dewan 
Pengawas bcrtugas: 
a. menentukan arah kebijakan RSUD; 
b. menyetujui dan mengawasi pck'l.ksanaan rencana st.rategis; 
c. menilai dan menyetujui pelaksanaan anggaran; 
d. mengawa$i pclaksanaan kcndali mutu dan kendali biaya; 
c. mengawasi dan menjaga hak dan kcwajiban pasien; 
f. mengAwi=isi dan mcnjaga ha.k dan kewajiban RSUD; dan 
g. mengawasi kcpatuhan penerapan etika RSUD, ctika profcsi, dan peraturan 

pcrundang-undangan. 

(2) Dewan Pcngawas selain n1elaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) juga melaksanakan pengawasan pengelolaan keuangan BLUD sesuai 
kctentuan peraturan pcrundang-undangan. 

(3) Dewan Pengawas melaporkan pclaksanaan Lugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) kepada Bupati paling sectikiL 1 (satu) kali dalam satu semester dan 
sewakru-wa.ktu atas perrninLaan Rupati. 

BABN 
KEWENANGAN 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas mempunyai kewenangan: 

a. menerima dan mcmberikan penilaion terhadap laporan kinerja dan keuangan 
Rumah Sakit dari Direktur; 



b. menerima laporan basil pemeriksa,an yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa 
Internal dengan sepengetahuan Direktur dan memantau peiaksanaan 
rekomemial:>i Lindak lanjut; 

c. mcminta pcnjclasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya 
mengenai penyelenggaraan pelay'anan di RSUD dengan sepengetahuan 
Direktur sesuai dengan Peraturan Internal atau Dokumen Pola Tata Ketola; 

d. meminta penjelasan dari kornite atau unit nonstruktural di RSUD terkait 
pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai Peraturan Internal 
Rurnah Sakit (Hospital bylaws) at.au Dokumen Pola Tata Kelola; 

e. berkoordinasi dengan Direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah 
Sakit atau Dokumen Tata Kelola, untuk ditetapkan oleh pemilik; dan 

f. memberikan rekomendasi perhaikan terhadap pengelolaan RSUD; 

BABV 
KEANGGOTMN DEWAN PENGAWAS 

Pasal 6 

(1) JUJnlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang sesuai 
dengan nilai omset dan/atau nilai aset pada RSUD, serta seorang diantara 
anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas. 

(2) Jutnlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan karena RSUD memiliki: 
a. realisasi nilai omset tahunan menun1t laporan realisasi anggaran sebesar 

Rp.15.000.000.000,00 (lima betas milyar rupiah) sampai dengan 
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); dan/atau 

b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima 
milyar rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua rarus milyar 
rupiah). 

Pasal 7 

(1) Anggota Dewan Pengawas RSUD terdiri dari unsur pemilik Rumah Sakit, 
organisasi profesi, asosiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat. 

(2) Unsur pemilik Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditunjuk oleh 
Bupati. 

(3) Unsur organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditctapkan oleh 
Bupati berdasarkan usulan Direktur setelah berkoordinas.i dengan organisasi 
profesi tenaga kesehatan. 

(4) Unsur asosiasi perumahsakitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direktur setelah berkoordinasi 
dengan asosiasi perumahsakitan. 

(5) Unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
tenaga ahli di bidang perumahsakitan yang ditetapkan oleh Bupati 
betdasarkan usulan Direktur. 



Pasal 8 

Pengangkatan anggola Dewan Pengawas tidak dapat dilakukan hersamaan 
waktunya dcngan pengangkalan Pejabal Pengelola RSUD. 

Pasal 9 

Untuk dapat diangkat menjadi a.nggota Dewan Pengawas sctiap calon anggota 
Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan: 
a . memiliki integritas, dedikasi, clan mcmahami masfllflh yang herkaitan dengan 

perurnahsakitan, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk 
mclaksanakan lugasnya; 

b. mampu melaksanakan perbuatan hukum; 
c. tidak pernah dinyatakan pailil alau t.idak pernah menjadi anggota direksi atau 

komisaris atau dcwan pcngawas yang dinyatakan bersalah sehingga 
menyebabkan suatu badaD usaha pailit; 

d . tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana; 
e. tidak mempunyai bentu.ran kepentingan dcngan penyelenggaraan Rumah 

Su.kit; dan 
f. mempunyai kopetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya 

manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan 
publik. 

Pasal 10 

( l) Masa jabatan Anggota Uewim Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan 
dapat dlangkat kembali selama memenuhi persyaratan. 

(2) Anggota Dewan Pengawas diberhentik:an oleh l:3upati setelah masa jabatan 
berakhir. 

(3) Anggota Dewan Pengawas dapat dibcrhentikan sebelum ha bis masa jabatannya 
oleh Bupati. 

(4) Pemherhentian anggola Dewan Pengawas sebelum waktunya sebagaimana 
climoiksud pada ayat (3), apabila anggota Dewan Pengawas tcrbukti: 
o.. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan bail<.; 
b. tidak melaksanakan ket.ent.uan perundang-undangan; 
c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD; 
d. mempunyai benturan kepentingan dengan !-<SUD; atau 
e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap. 

(5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana 
kejahal:an, yang bersangkut..:111 diberhentikan sementara dari jabatannya oleh 
Bupati. 



Pasal 11 

(1) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang dibe.rhentikan sebagaimana 
dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (3), dilakukan penggantian anggota Dewan 
Pengawas dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 

sampai dengan Pasal 10. 

(2) Masa jabatan anggota IJewan Pengawas pengganti sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas 
ya11g diganti. 

BABVl 
SEK~TARIS DEWAN PENGAWAS 

Pasal 12 

(1) Untuk mendukung kelanearan pclaksanaan tugas Dewan Pengawas, Direktur 
dapat mengangkat seorang 8ekncit:aris Dewan Pengawas dengan perselujuan 
Dewan Pengawas. 

(2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas 
dalam pengelolaan kt:talausahaan Dewan Pengawas. 

(3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan 
merupakan anggoLa Dewan Pengawas dan tidak dapal bertindak sebagai 
Dewan Pengawas. 

(4) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pcngawas ditetapkan selama 5 [lima) tahun 
atau scsuai dengan Peraturan In ternal Rumah Sakit atau Dokurnen Pola Tata 
Kelola dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyarat.an. 

BAB VII 

PEMB!AYMN 

PasaL 13 

(1) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pclaksanaan Lugo.s Dewan 
Pengawo.s dibebankan kepada anggaran J{SUD. 

(2) Anggola Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan 
hon()rarium atau imbalan sesuai kemampuan keuangan RSUD. 

(3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati. 



BAB Vllf 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 14 

Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal cliundangkan. 

Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraluran 
Bupati ini dengan penempacannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung 
Darat. 

Diundangkan di Liwa 
pada tanggal f 1 {)(,:L.m/Jl/ 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN 4"lV4'UNG BARAT, 

Ditetapkan di Liwa 
pada tanggal /'r tkremfv- 2018 

BUPA'l1 l.AMPUNG BARAT, 

BERlTA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2018 NOMOR ... Sf. 
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